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BAB I  

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang  

Tujuan pembangunan berkelanjutan atau biasa dikenal dengan Sustainable 

Development Goals (SDG’s) memiliki definisi yaitu salah satu agenda internasional 

yang ditetapkan oleh Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) untuk menyejahterakan 

masyarakat dunia dengan tujuan utamanya yakni mengatasi masalah sosial dan 

ekonomi. Tujuan global yang telah disusun terdiri dari 17 tujuan pembangunan 

berkelanjutan salah satunya, tentang menjamin tercapainya kesejahteraan gender dan 

memberdayakan seluruh perempuan dimanapun berada. Artikel SDG 2030 Indonesia 

memuat target-target dari poin kesejahteraan gender antara lain : 

1. Mengakhiri berbagai bentuk diskriminasi terhadap seluruh perempuan dimanapun 

berada. 

2. Mengurangi segala bentuk kekerasan baik di ruang publik dan privat seperti 

perdagangan (trafficking), seksual dan semua bentuk eksploitasi terhadap seluruh 

perempuan, 

3. Menghapuskan beragam praktek yang membahayakan seperti pernikahan anak 

usia dini serta pemaksaan sunat pada perempuan. 

4. Mengakui dan menghargai pelayanan dan kerja domestik yang tidak dibayar 

dengan cara penyediaan pelayanan publik, kebijakan perlindungan sosial, 

infrastruktur publik hingga pentingnya tanggung jawab bersama dalam rumah 

tangga dan keluarga yang sesuai secara nasional. 
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5. Memastikan semua perempuan dapat berpartisipasi penuh dan kesempatan setara 

dalam kepemimpinan di seluruh level pengambilan keputusan dalam kehidupan 

politik, ekonomi dan publik. 

6. Memastikan tersedianya akses universal untuk kesehatan seksual dan reproduksi 

berdasarkan yang telah disepakati dalam Program Aksi Konferensi Internasional 

dan Aksi Platform Beijing serta berbagai dokumen yang dihasilkan dari konferensi 

kajiannya (HAM, 2017). 

Permasalahan kesetaraan gender menjadi poin penting yang diperhatikan dalam 

SDG’s sebab perempuan merupakan kaum yang rentan terhadap tindak kekerasan baik 

itu fisik maupun verbal. Deklarasi PBB juga mendeskripsikan kekerasan terhadap 

perempuan adalah :  

“setiap tindakan kekerasan berbasis gender yang berakibat, atau 

kemungkinan berakibat pada penderitaan fisik, seksual atau 

psikologis perempuan, termasuk ancaman tindakan semacam itu, 

pemaksaan atau perampasan kebebasan sewenang-wenang baik 

yang terjadi di depan umum maupun dalam kehidupan pribadi”.  

 

Perlindungan kekerasan terhadap perempuan di Indonesia diatur dalam beberapa 

peraturan salah satunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan 

Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Pertimbangan dalam undang-undang tersebut 

menyatakan bahwa korban kekerasan dalam rumah tangga secara umum paling banyak 

adalah perempuan, oleh karena itu korban perlu mendapatkan perlindungan dari 

negara dan masyarakat agar korban terbebas dari ancaman dan tindakan kekerasan 

yang dapat mengakibatkan rendahnya derajat serta martabat kemanusiaan. 

Perlindungan terhadap kekerasan perempuan diwujudkan salah satunya melalui 

penyediaan pelayanan publik. Pelayanan publik terdiri atas pelayanan administratif, 
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barang dan jasa, serta pelayanan sosial. Pelayanan sosial secara umum pengertiannya 

terbagi menjadi dua bagian yaitu dalam arti luas dan arti sempit. Pelayanan sosial 

dalam arti luas adalah meliputi kegiatan-kegiatan yang ditujukan pada semua yang 

berkepentingan dan berfungsi untuk pengembangan antara lain bidang kesehatan, 

perumahan, pendidikan, tenaga kerja dan lain sebagainya. Pelayanan sosial dalam arti 

sempit berarti pelayanan kesejahteraan sosial, yakni mencakup program pertolongan 

dan perlindungan kepada golongan yang tidak beruntung, seperti pelayanan sosial bagi 

anak terlantar, keluarga miskin, cacat, tuna susila, korban kekerasan, dan sebagainya 

(Sukmana, 2015). Pelayanan sosial berkaitan penanganan kasus KtP (kekerasan 

terhadap perempuan) memiliki makna bahwa setiap instansi memiliki tanggung jawab 

dalam konteks pengembangan kapasitasnya terhadap penerima layanan tersebut.  

Pentingnya kapasitas yang dimiliki suatu instansi guna mengacu pada 

kemampuan (ability) kelembagaan dari suatu organisasi atau instansi dalam 

melaksanakan tugas dan fungsi mereka sehingga dapat mencapai tujuan-tujuan yang 

telah disepakati secara efektif, efisien dan berkelanjutan. Pengembangan kapasitas 

organisasi mencakup antara lain sumber daya manusia, sumber daya fisik, 

kepemimpinan, manajemen dan jejaring Horton (2003) dalam buku (Irawan, 2016). 

Hal inilah yang menarik untuk memperhatikan penanganan kasus kekerasan 

perempuan dengan perspektif Horton. 

Pengembangan kapasitas yang diterapkan pada instansi dapat menjadi salah satu 

upaya menuju reformasi birokrasi yang pelaksanaannya diatur dalam Peraturan 

Presiden No. 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025. 

Masalah-masalah yang muncul dalam reformasi birokrasi seperti aparatur yang kurang 

profesional, penataan sumber daya manusia tidak sesuai dengan kebutuhan, 
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penggunaan anggaran belum berorientasi pada hasil, evaluasi jabatan yang dijalankan 

belum maksimal dan lain sebagainya dapat diatasi melalui pengembangan kapasitas 

mencakup kapasitas struktur organisasi, kapasitas proses operasional 

(ketatalaksanaan), dan kapasitas sumber daya manusia. Hasil yang diharapkan dari 

reformasi birokrasi melalui pengembangan kapasitas antara lain : 

1. Organisasi yang tepat fungsi dan ukuran. 

2. Tatalaksana prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien sesuai dengan prinsip-prinsip 

good governance. 

3. Regulasi atau peraturan perundang-undangan yang lebih tertib dan kondusif. 

4. Sumber daya manusia yang berintegritas, kompeten dan profesional. 

5. Penyelenggaraan pemerintah bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. 

Adapun pemberitaan Voa Indonesia (Sasmito, 2022) menurut penyataan wakil 

ketua umum Komnas Perempuan selama tahun 2021 tercatat peningkatan pelaporan 

kasus kekerasan perempuan berbasis gender sebanyak 338.496 dengan rincian didapat 

dari tiga sumber yakni Komnas Perempuan (3.838), lembaga layanan (7.029) dan 

badan peradilan agama (327.639). Temuan data tersebut menunjukkan adanya 

peningkatan pada tahun 2020 yaitu sebanyak 226.062 kasus. Pernyataan tersebut juga 

mengungkapkan jumlah kasus pada tahun 2021 menjadi yang paling tinggi dalam 

kurun waktu 10 tahun terakhir. Adanya peningkatan kekerasan pada perempuan dari 

rentang tahun 2020-2021 meskipun ruang lingkup dalam berinteraksi terbatas akibat 

pandemi. Hal ini karena mudahnya terjadi kekerasan seksual dalam bentuk online, 

seperti komentar berbau seksisme, serta penyebaran video dan foto tanpa izin korban, 

hingga fenomena ini menjadi trend dengan dengan istilah Kekerasan Berbasis Gender 

Online atau KBGO.  
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Grafik 1. Kasus Kekerasan Perempuan Tahun 2021 Berdasarkan Provinsi 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Databoks Katadata berdasarkan Catatan Tahunan Komnas Perempuan 2021 

 

Grafik 1 menunjukkan secara Provinsi Sumatera Selatan menjadi provinsi 

urutan ke 9 dengan jumlah kasus sebanyak 10.083 kasus (Dhini, 2022). Pulau Jawa 

menjadi Provinsi dengan peringkat kasus kekerasan paling banyak yaitu Jawa Barat 

(58.395), Jawa Timur dengan (54.507), dan disusul Provinsi Jawa Tengah dengan 

(52.697). Rincian kasus KtP di Provinsi Sumsel secara spesifik menghimpun sumber 

dari lembaga layanan Provinsi Sumatera Selatan yakni Sistem Informasi Online 

Perlindungan Perempuan dan Anak (Simfoni) ditunjukkan pada grafik 2 berikut :  

Grafik 2. Perbandingan Kasus KtP di Provinsi Sumsel Tahun 2019-2021 

 

 

 

 

Sumber : Aplikasi SIMFONI PPA diolah bidang data dan informasi gender dan anak DPPPA Sumsel 

 

Tahun 2019 data yang dikumpulkan lembaga layanan Provinsi Sumsel yaitu 

jumlah korban perempuan sebanyak 298, tahun 2020 meningkatnya jumlah korban 

perempuan sebanyak 354, tahun 2021 kemudian mengalami penurunan jumlah korban 
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perempuan sebanyak 319. Meskipun terjadi penurunan namun jumlah kasus yang 

terjadi tergolong masih tinggi dibanding pada tahun 2019. Kondisi ini menunjukkan 

bahwa pemerintah daerah perlu berupaya menekankan angka kekerasan yang masih 

tinggi di Provinsi Sumsel melalui upaya pencegahan (preventif), selain itu hal ini juga 

didukung bahwa perempuan dewasa ini memiliki pengetahuan atau literasi akan 

pentingnya melaporkan kasus kekerasan yang dialaminya. Menyikapi hal tersebut 

Pemerintah Daerah Sumsel dalam hal ini UPTD perlu lebih memperhatikan 

penanganan kasus kekerasan perempuan atau upaya represif sebagai jaminan 

perlindungan dari negara. Adapun secara lebih detail jumlah kasus yang dilaporkan 

pada tiap Kabupaten atau Kota di Provinsi Sumatera Selatan sebagai berikut : 

Tabel 1. Jumlah kasus kekerasan perempuan Kabupaten/Kota Pada Provinsi 

Sumsel Tahun 2019 

 

Kabupaten/Kota Jumlah Kasus 

Kabupaten Muara Enim 29 

Kabupaten Ogan Komering Ulu 20 

Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan  41 

Kota Lubuk Linggau 50 

Kota Palembang  48 

Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur 22 

 

Tabel 2. Jumlah kasus kekerasan perempuan Kabupaten/Kota Pada Provinsi 

Sumsel Tahun 2020 

Kabupaten/Kota Jumlah Kasus 

Kabupaten Muara Enim 43 

Kabupaten Ogan Komering Ulu 44 

Kabupaten Lahat 25 

Kota Prabumulih 24 

Kota Pagaralam 31 

Kota Palembang  89 
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Tabel 3. Jumlah kasus kekerasan perempuan Kabupaten/Kota Pada Provinsi 

Sumsel Tahun 2021 

Kabupaten/Kota Jumlah Kasus 

Kota Pagaralam  39 

Kota Palembang 33 

Kota Prabumulih 68 

Kabupaten Muara enim 58 

Kabupaten Musi rawas 35 

Kabupaten Ogan Komering Ulu  41 
Sumber : Diolah Peneliti berdasarkan Simfoni PPA 

Tabel-tabel diatas menunjukkan dari 17 Kabupaten dan Kota pada Provinsi 

Sumsel dengan jumlah kasus kekerasan perempuan yang dilaporkan, Kota Palembang 

selalu menempati peringkat 6 besar dengan jumlah kasus kekerasan tertinggi. Unit 

Pelaksana Teknis Dinas PPA Sumsel selaku lembaga layanan pemerintahan provinsi 

secara tersirat memang tidak memiliki wilayah kerja secara khusus. Artinya UPTD 

PPA Provinsi Sumsel juga memiliki wewenang untuk menerima korban dari luar Kota 

Palembang. Mengingat Kekerasan Perempuan juga masih mendominasi di Kota 

Palembang tidak menutup kemungkinan bahwa UPTD PPA Provinsi yang berlokasi 

di Kota Palembang memiliki peran besar dalam menangani banyaknya kasus 

kekerasan yang dilaporkan di Kota Palembang, tanpa mengesampingkan wewenang 

UPTD PPA Kota Palembang itu sendiri, belum lagi UPTD PPA Provinsi Sumsel juga 

bisa menerima rujukan kasus dari Kabupaten/Kota di luar Palembang. Kondisi tersebut 

membuat UPTD PPA Provinsi Sumsel perlu diperhatikan kapasitas organisasinya 

sehingga diharapkan diikuti pengembangannya bagi UPTD PPA Kabupaten/Kota 

yang secara hirarki dibawah UPTD PPA Provinsi. 

Penanganan kasus kekerasan perempuan tidak sampai pada pengaduan dan 

penegakan hukum bagi pelaku saja. Lebih dari itu ada aspek yang perlu diperhatikan 

terhadap korban yaitu pendampingan bagi konsultasi psikologis korban, perlindungan 
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hukum, layanan kesehatan dan lain sebagainya. Peraturan Gubernur Nomor 54 Tahun 

2020 mengatur tentang Pembentukan, Uraian Tugas dan Fungsi Unit Pelaksana Teknis 

Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan 

Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan. Instansi ini mempunyai tugas 

melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang serta 

urusan pemerintahan yang bersifat pelaksanaan dari Dinas, di bidang perlindungan 

perempuan dan anak, memberikan layanan bagi perempuan dan anak yang mengalami 

masalah kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus, dan masalah lainnya.  

Secara umum, masalah yang dijumpai yakni kurangnya eksistensi dari UPTD itu 

sendiri, mengakibatkan ketidaktahuan orang awam untuk memahami tentang standar 

pelayanan UPTD PPA sebagai instansi pemerintah yang bergerak dalam pelayanan 

penanganan kasus kekerasan perempuan, dan memilih langsung melapor pada pihak 

kepolisian. Perlu diketahui bahwa pihak kepolisian sebagai aparat pemerintah juga 

akan melakukan proses visum terlebih dahulu dari korban kekerasan perempuan. 

Beberapa kasus seperti kasus kekerasan seksual korban akan sedikit berjuang agar 

kasusnya diselesaikan secara cepat oleh kepolisian. Oleh karena itu korban perlu 

adanya pendampingan dari dinas terkait agar dapat menyurati kepolisian tentang 

kekerasan yang telah korban terima sekaligus memperoleh pengawasan atas 

perkembangan kasus korban dari pihak dinas. Selain itu secara sumber daya fisik 

tepatnya teknologi, UPTD PPA Sumsel baru membuat akun sosial media sendiri pada 

akhir tahun 2022 dan perlu dikembangkan lagi informasi di dalam akun sosial media 

tersebut.  Website UPTD PPA sendiri baru dibuat, karena tergolong masih baru 

website tersebut belum bisa diakses. Sebelum dibuat sosial media khusus UPTD, 

website DPPPA Sumsel juga minim informasi tentang UPTD PPA Sumsel. 
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Gambar 1. Instagram UPTD PPA Sumsel 

  

 

                     

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Instagram UPTD PPA Sumsel. 
 

Penelitian oleh (Nurharjadmo & Susiloadi, 2018) berfokus pada strategi untuk 

mengoptimalkan program Klaten Go On line sehingga terdapat perbedaan yaitu pada 

objek penelitian yang dikaji. Penelitian ini tidak memiliki teori dan perbedaan lokus 

dengan penelitian sekarang. Penelitian oleh (Masithoh, 2018) membahas tentang 

penguatan kapasitas pada Organisasi lokal TPSPA Mandiri yang terbentuk sebagai 

wujud kepedulian terhadap kondisi pekerja anak. Perbedaan penelitian ini terletak 

objek, lokus dan juga tidak memiliki teori. Penelitian oleh (Aurina, 2018) membahas 

pengembangan kapasitas Organisasi lokal Bina Keluarga Remaja (BKR) dalam 

menangani kenakalan remaja. Organisasi ini berfungsi untuk meningkatkan 

pengetahuan dan keterampilan remaja dan orangtua sehingga dapat membina tumbuh 

kembang remaja secara lebih baik. Perbedaan terletak pada objek, lokus dan tidak 

memiliki teori. Penelitian oleh (Anggraini, 2019) memfokuskan pengembangan 

kapasitas pada masalah sumber daya manusia di Badan Kepegawaian Daerah Sumber 
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Daya Manusia (BKDSDM) dalam rangka menuju good governance. Perbedaan yang 

ditemui yaitu pada fokus pengembangan kapasitas, objek yang dibahas, lokus 

penelitian dan teori. Teori yang digunakan yaitu teori pengembangan kapasitas milik 

GTZ (2006). 

 Penelitian oleh (Pratiwi & Salomo, 2020) membahas tentang penangan 

pengaduan masyarakat kepada Presiden Republik Indonesia. Adapun teori yang 

dimiliki memiliki persamaan dengan penelitian sekarang yaitu teori Pengembangan 

Kapasitas milik Horton (2003). Perbedaan yang ditemukan adalah objek dan lokus 

penelitian. Selanjutnya penelitian oleh (Haryono & Nasir, 2021) tentang pencegahan 

dan penanggulangan HIV/AIDS di Kota Tasikmalaya menggunakan teori 

pengembangan kapasitas Grindle. Perbedaan dengan penelitian sekarang yakni objek, 

lokus dan teori. Penelitian (Ningrum & Yuliani, 2021) membahas program kota layak 

anak berfokus pada penanganan kekerasan seksual pada anak. Perbedaan terletak pada 

teori yaitu menggunakan teori penguatan kapasitas Sumpeno. Perbedaan objek dan 

lokus.  

 Penelitian oleh (Rahman, 2021) berfokus pada pengembangan SDM berbasis 

kinerja. Teori yang digunakan adalah teori milik Grindle dengan fokus dimensi SDM. 

Sehingga perbedaan yang ditemukan yakni teori, objek, dan lokus penelitian. 

Kemudian penelitian milik (Djaya & Mahsyar, 2021) membahas pengembangan 

kapasitas pada perusahaan daerah air minum menggunakan model McKinsey yang 

terdiri dari aspirasi, strategi, skill organisasi, sistem dan infrastruktur. Perbedaan 

terletak pada teori, objek dan lokus penelitian. Penelitian (Ma’ruf et al., 2021) 

membahas tentang pengembangan kapasitas yang ditujukan pada pelaku UKM Bidang 

Pertanian. Teori yang digunakan adalah teori UNDP terdiri dari tenaga kerja, modal, 
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dan teknologi. Sehingga perbedaan yang ditemukan yaitu perbedaan teori, objek dan 

lokus penelitan. Semua penelitian terdahulu menggunakan metode penelitian kualitatif 

dengan 1 jurnal menggunakan pendekatan penelitian tindakan dan fokus grup 

discussion dimana pada penelitian sekarang menggunakan metode penelitian kualitatif 

pendekatan deskriptif. 

Penelitian (Nuradhawati, 2018) membahas peran P2TP2A Kota Jambi dalam 

pendampingan korban KDRT. Perbedaan yang ditemukan adalah pada fokus dan lokus 

penelitian. (Sutiawati & Mappaselleng, 2020) mengenai penanggulangan kdrt di Kota 

Makassar lebih menekankan pada fenomena hukum. Perbedaan yang ditemukan 

adalah konsentrasi llmu penelitian, objek dan lokus. Penelitian (Putri & Prathama, 

2022) berfokus pada efektivitas program di rumah sakit dalam melayani korban 

kekerasan dengan teori milik Duncan. Perbedaan adalah pada fokus, objek dan lokus 

penelitian. Kebijakan penanganan kekerasan selama masa pandemi covid-19 dalam 

(Suswandari et al., 2022) berfokus pada kebijakan bukan manajemen sehingga 

perbedaan terletak pada fokus, objek dan lokus. Terakhir penelitian dari (Bethari et al., 

2022) membahas peran dengan teori peran milik Munir dalam menangani kekerasan 

terhadap anak di Kabupaten Tanah Datar. Perbedaan pada fokus dan objek yang lebih 

menekankan pada kekerasan anak serta perbedaan lokus penelitian. 

Hasil penjabaran dari penelitian-penelitian diatas menunjukkan perbedaan teori 

yang digunakan dapat juga berakibat pada perbedaan dimensi pembahasan pula. 

Dimensi yang sering digunakan antara lain sumber daya manusia dan peraturan 

menjadi hal utama untuk menentukan apakah kapasitas suatu organisasi sudah berjalan 

dengan maksimal atau belum. Perbedaan pada fokus juga otomatis akan menghasilkan 

perbedaan teori dan dimensi. Penelitian ini dilakukan untuk mengidentifikasi sejauh 
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mana pengembangan kapasitas yang dilakukan sebuah organisasi dapat membawa 

keberhasilan suatu program atau tugas pokok menggunakan teori Horton (2003) 

dengan beberapa dimensi lain dapat menjadi pembaharuan. 

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan, UPTD PPA Provinsi Sumsel 

masih terdapat permasalahan penting berkaitan kapasitas instansi yang belum diatasi 

hingga sekarang sehingga untuk mengetahui lebih dalam penanggulangan masalah 

kapasitas pada UPTD PPA Provinsi Sumsel dalam upaya meningkatkan penanganan 

kekerasan yang lebih memadai perlu dilakukan penelitian dengan judul : 

“Pengembangan Kapasitas Organisasi Dalam Penanganan Kekerasan Perempuan Pada 

UPTD PPA Provinsi Sumatera Selatan” melalui perspektif yang digunakan Horton 

(2003). 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan maka rumusan masalah 

penelitian ini adalah bagaimana Pengembangan Kapasitas Organisasi dalam 

Penanganan Kekerasan Perempuan Studi Pada Unit Pelaksana Teknis Dinas 

Perlindungan Perempuan dan Anak Provinsi Sumatera Selatan? 

 

1.3 Tujuan  

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan, tujuan dilakukannya 

penelitian adalah untuk mengetahui, mengidentifikasi dan menganalisis 

Pengembangan Kapasitas Organisasi dalam Penanganan Kasus Kekerasan Perempuan 

Studi pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak Provinsi 

Sumatera Selatan. 
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1.4 Manfaat 

1. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini diharapkan sebagai kontribusi bagi pengembangan Ilmu 

Administrasi Publik, khususnya terkait dengan pengembangan kapasitas pada 

penanganan kasus kekerasan perempuan serta serta sebagai referensi untuk penelitian-

penelitian selanjutnya. 

2. Manfaat Praktis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumber informasi bagi UPTD PPA 

dalam penanganan kasus kekerasan perempuan di Provinsi Sumatera Selatan. 
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